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Whistleblowing di lembaga pemerintah adalah hal yang kontroversial 

dalam hal dampaknya terhadap karyawan, perusahaan, dan masyarakat. 

Meskipun whistleblower menghadapi dilema, namun mayoritas 

pengungkapan kecurangan berasal dari karyawan atau pihak internal. 

Penelitian ini menguji pengaruh profesionalisme, sensitivitas etika, dan 

personal cost terhadap niat whistleblowing. Metode sampel purposive 

digunakan untuk memilih 54 pegawai pajak dari KPP Pratama 

Bukittinggi di Sumatera Barat sebagai responden. Temuan penelitian 

ini adalah profesionalisme dan personal cost berpengaruh terhadap 

intensi whistleblowing, sedangkan sensitivitas etika tidak berpengaruh 

terhadap intensi whistleblowing. Temuan ini dapat digunakan oleh 

pemerintah dan pembuat kebijakan untuk meningkatkan 

profesionalisme dalam bekerja dan meningkatkan perlindungan 

pelapor. 

 

Whistleblowing in government institutions is a controversial topic 

regarding its impact on employees, companies and society. Although 

whistleblowers face a dilemma, the majority of fraud disclosures 

originate from employees or internal parties. The impact of 

professionalism, ethical sensitivity, and personal cost on 

whistleblowing intention is investigated in this study. The purposive 

sampling method was used to choose 54 tax employees from KPP 

Pratama Bukittinggi in West Sumatra as respondents. The result found 

professionalism and personal cost had an effect on whistleblowing 

intention, while ethical sensitivity had no effect. These findings can be 

used by the government and policymakers to improve professionalism 

in their work and boost whistleblower protection. 
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PENDAHULUAN 

Penelitian mengenai whistleblowing pada sektor publik/pemerintah menjadi perhatian 

utama peneliti-peneliti dalam beberapa dekade ini (Bowman, 1980; Brewer & Seiden, 1998; 

Chang et al., 2017; Cho & Song, 2015; Indayani & Yunisdanur, 2020; Yahya & Damayanti, 

2021). Kecurangan yang terjadi pada pemerintah/sektor publik menjadi pusat perhatian terkait 

dengan dampaknya pada masyarakat. Hasil survey di Indonesia juga menyatakan bahwa 

pemerintah merupakan lembaga yang paling dirugikan akibat fraud (48,5%), kemudian 

perusahaan negara (BUMN) sebanyak 31,8%. Hasil survey juga menginformasikan bahwa 

media pengungkapan fraud terbanyak adalah laporan yaitu 38,9% (ACFE, 2020) 

Whistleblowing merupakan pengungkapan dari pihak internal organisasi atas praktik 

yang illegal,  immoral atau illegitime kepada orang atau organisasi (Near & Miceli, 1985). 

Whistleblowing dapat disampaikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok karyawan untuk menyampaikan kecurangan yang terjadi dalam organisasi. Pihak 

yang melakukan pengungkapan fraud (atau disebut whistleblower) merupakan hal yang 

penting terutama di sektor publik untuk mengungkap kesalahan (contohnya penipuan, 

pemborosan dan  penyalahgunaan) yang sudah atau sedang terjadi di perusahaan tersebut 

(Chang et al., 2017), pihak internal/karyawan perusahaan merupakan sumber yang paling 

efektif dalam mengungkapkan fraud. Chang et al., (2017) menyatakan bahwa pihak ini 

memiliki informasi yang lebih mengenai internal organisasi dan implementasi kebijakan 

karena mereka dapat mengakses informasi yang tidak tersedia untuk pihak eksternal atau 

publik. Pendapat ini didukung dengan hasil survey yang menemukan bahwa sumber 

pengungkapan fraud terbesar adalah karyawan perusahaan itu sendiri yaitu 50,2% (ACFE, 

2020). Brewer & Seiden, (1998) menyatakan bahwa whistleblowing dapat menyebabkan 

perubahan yang substansial dan reformasi pada lembaga pemerintahan.  

Salah satu upaya sebagai bentuk pendukung dan perlindungan terhadap pihak yang 

mengungkapkan fraud adalah dengan memiliki hotline/layanan pengaduan atau system 

whistleblowing di perusahaan, contohnya whistleblowing hotline yang dimiliki oleh PT. 

Telkom, Pertamina, Astra Grup, Bank Mandiri dan Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Dengan hal ini perusahaan berharap karyawan mau berperan 

sebagai whistleblower. ACFE, (2020) menyatakan bahwa metode hotline atau whistleblowing 

system merupakan sarana pencegahan fraud yang cukup efektif bagi perusahaan. 

Meskipun whistleblower bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah, 

transparansi, serta kebebasan berbicara (Rothschild, 2008), karyawan pemerintah/sektor 

publik yang ingin menjadi whistleblower memiliki dilema. Pelapor sering terkena dampak 

negatif seperti penurunan pangkat, pemecatan, dan daftar hitam. Hal ini membuat tindakan 

mengungkapan fraud atau kesalahan dalam suatu organisasi terutama pemerintah menjadi hal 

yang tidak mudah. Rothschild & Miethe, (1999) menyatakan bahwa beberapa pihak 

beranggapan whistleblower sebagai pengkhianat perusahaan, sebagian lainnya menganggap 

sebagai pahlawan yang berani untuk memilih mengungkapkan suatu kondisi dibandingkan 

loyalitas perusahaan.  

Dilema yang dihadapi oleh whistleblower ini membuat beberapa peneliti tertarik 

menguji faktor yang mempengaruhi keinginan karyawan melakukan whistleblowing. 

Whistleblowing berkaitan dengan etika (Alleyne et al., 2013), sikap, norma subjektif dan 

perilaku (Park & Blenkinsopp, 2009). Beberapa faktor yang juga mempengaruhi 

whistleblowing diantaranya yaitu public service motivation, pendidikan (Cho & Song, 2015), 

sikap, pengetahuan, dukungan organisasi, dukungan rekan kerja (Chang et al., 2017), 

retaliation (Chang et al., 2017; Indayani & Yunisdanur, 2020), profesionalisme (Dewi & 

Dewi, 2019), sensitivitas etika (Valentine & Godkin, 2019) dan personal cost (Cho & Song, 

2015; M. Indriani et al., 2019; Latan et al., 2018; Pramugalih et al., 2020).  
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Penelitian ini menggunakan Theory of Planned Behavior (TPB) dari Ajzen (1991) 

seperti yang dilakukan oleh Latan et al., (2018); Mansor et al., (2020); Park & Blenkinsopp, 

(2009). Teori ini menyatakan bahwa niat untuk melakukan perilaku seseorang didasarkan 

pada tiga prediksi yaitu sikap seseorang terhadap perilaku, norma subyektif, dan kontrol 

perilaku (perceived behavioral control) (Ajzen, 1991).  

Ada beberapa faktor yang diuji pada penelitian ini. Faktor pertama yaitu 

profesionalisme. Seseorang yang profesional dan menjunjung tinggi profesinya akan berusaha 

sebaik mungkin dalam bekerja. Jika seseorang memiliki komitmen profesi, maka akan 

mengabdi pada profesi dan karir serta menjunjung tujuan organisasi dan etika profesi (Mela et 

al., 2016). Semakin tinggi tingkat profesionalisme seorang karyawan, maka semakin tinggi 

juga keinginan karyawan dalam melakukan tindakan whistleblowing. 

 Profesionalisme merupakan faktor yang dapat meningkatkan keinginan dari auditor 

eksternal untuk melakukan whistleblowing (Mansor et al., 2020). Komitmen profesional 

mempengaruhi intensi whistleblowing (Mela et al., 2016; Elias, 2008). Semakin tinggi 

profesionalisme maka akan meningkatkan intensi dalam melakukan whistleblowing (Dewi & 

Dewi, 2019; Setiawati & Sari, 2016). Di sisi lain, karyawan mengalami dilema apakah akan 

melaporkan pada pihak tertentu pada saat menemukan fraud atau tidak yang disebabkan 

adanya benturan antara komitmen profesional karyawan tersebut pada profesinya dengan 

komitmen kepada organisasinya (Ridho & Rini, 2016), dilema dalam memilih apakah loyal 

pada diri sendiri sebagai seorang profesional atau loyal pada organisasi (Rabbany & Nugroho, 

2021). Faradiza & Suci, (2017); Purwantini, (2016); Ridho & Rini, (2016) menemukan bahwa 

komitmen profesional tidak mempengaruhi intensi whistleblowing.  

Faktor kedua, sensitivitas etika. Sensitivitas etika merupakan salah satu faktor penting 

didalam pengambilan keputusan (Sidani et al., 2009). Sensitivitas etika merupakan 

kemampuan seseorang untuk mengetahui etika dari keadaan tertentu (Sparks and Hunt, 1998 

dalam Sidani et al., 2009). Oleh karena itu, whistleblowing dimotivasi oleh pengambilan 

keputusan yang etis (Valentine & Godkin, 2019).  Sensitivitas etika seorang karyawan akan 

memerankan kontrol perilaku persepsian. Karyawan akan menganggap whistleblowing 

merupakan hal yang penting bagi perusahaan jika karyawan tersebut memiliki sensitivitas 

etika yang semakin tinggi, sehingga akan semakin tinggi juga kemungkinan karyawan 

melakukan whistleblowing (Dewi & Dewi, 2019). Dewi & Dewi (2019), Janitra, (2017) dan 

Purnamasari et al., (2016) menemukan bahwa sensitivitas etika berpengaruh terhadap intensi 

dalam melakukan whistleblowing.  

Sebaliknya, meskipun karyawan memiliki kesadaran akan etika yang tinggi tetapi 

ketika tidak melihat adanya tindak lanjut atas pelaporan yang terjadi akan menghambat 

keinginannya untuk melakukan whistleblowing. Purwantini, (2016) menyatakan bahwa 

individu enggan mengemukakan skandal pada organisasi yang tidak memiliki kepastian 

perlindungan hukum dan juga dapat disebabkan oleh faktor budaya organisasi itu sendiri. 

Indriani (2020), Rabbany & Nugroho, (2021) menemukan bahwa sensitivitas etika tidak 

mempengaruhi intensi melakukan whistleblowing. 

Faktor ketiga, personal cost. Personal cost merupakan faktor penting dalam 

menentukan intensi whistleblowing (Cho & Song, 2015). Whistleblowing akan dihindari 

ketika individu merasa akan mendapat biaya besar seperti pembalasan atau sanksi (Cho & 

Song, 2015). Personal cost menurunkan intensi whistleblowing (Cho & Song, 2015; M. 

Indriani et al., 2019; Latan et al., 2018). Hariyani & Putra, (2018), Nugraha et al., (2017) 

menemukan bahwa personal cost mempengaruhi whistleblowing. Menurut Hariyani & Putra 

(2018), personal cost harus diminimalisir sedemikian rupa agar dapat meningkatkan niat 

whistleblowing. Adanya personal cost yang tinggi, menyebabkan kecilnya niat karyawan 

dalam melakukan tindakan whistleblowing. Sehingga whistleblower akan memilih diam 

dibandingkan melapor karena mempertimbangkan respon dari pihak internal organisasi yang 
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menentang tindakan pelaporan dan besarnya risiko yang dihadapi atau pembalasan yang akan 

diterima serta bayangan sulitnya mencari pekerjaan di masa depan. Selain itu, perlindungan 

hukum yang belum tegas terhadap whistleblower. Hasil yang berbeda ditemukan Pramugalih 

et al., (2020), personal cost berpengaruh positif terhadap intensi whistleblowing. Sedangkan 

Setyawati, Ardiyani, & Sutrisno (2015) dan Bagustianto & Nurkholis (2012) menemukan 

tidak terdapat pengaruh dari personal cost terhadap tindakan whistleblowing.  

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai whistleblowing banyak dilakukan pada 

sektor keuangan dan pemerintahan namun masih sedikit dilakukan pada sektor pajak. 

Whistleblowing telah diterapkan di Dirjen pajak sejak 19 Agustus 2011 dengan dikeluarkan 

Perditjen No. PER-22/PJ/2011 mengenai “kewajiban melaporkan pelanggaran dan 

penanganan pelaporan pelanggaran (whistleblowing) di lingkungan di Rektorat Jenderal 

Pajak” (Pajak, 2012). Peraturan ini berisi tentang perlindungan pada pelapor (whistleblower) 

di ditjen pajak. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan akan meningkatkan peran dari 

pegawai pajak melalui SIKKA (Sistem Informasi Keuangan, Kepegawaian dan Aktiva) dan 

masyarakat melalui saluran telepon untuk pengaduan, kring pajak dan email.  

Meskipun demikian, masih ada praktik fraud yang terjadi di lingkungan Kementerian 

Keuangan (Kemenkeu) yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sekitar 

400 KPP yang tersebar di seluruh Indonesia, hanya 87 yang memperoleh hasil wilayah bebas 

korupsi (WBK) dan 19 KPP memperoleh hasil wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) 

(Putra, 2019).  

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Bukittinggi, Sumatera Barat, untuk menguji 

apa saja hal yang membuat karyawan pajak di KPP Pratama Bukittinggi ingin melakukan 

whistleblowing. Lebih spesifik, penelitian ini menguji pengaruh profesionalisme, sensivitas 

etika dan personal cost terhadap intensi melakukan whistleblowing. Penelitian ini diharapkan 

menjadi masukan di bidang pajak, terutama pada KPP Pratama Bukittinggi agar menjadi 

kantor percontohan dalam hal bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). 

 

METODE PENELITIAN  
Populasi penelitian ini karyawan Kantor Pajak Pratama Bukittingi. Sampel penelitian 

ini dipilih dengan metode purposive sampling, yaitu pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja 

di Kantor Pajak Pratama Bukittinggi. Kriteria pemilihan sampel yaitu PNS dengan 

pengalaman kerja minimal dua tahun. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarkan 

melalui google forms kepada responden yaitu PNS yang bekerja di Kantor Pajak Pratama 

Bukittinggi dengan periode waktu penyebaran dilakukan pada saat pandemi covid 19, tahun 

2020. 

Intensi dalam melakukan whistleblowing sebagai variabel dependen yang diukur 

dengan 15 item pertanyaan. Sedangkan variabel independen adalah profesionalisme, diukur 

dengan 9 item pertanyaan. Kedua sensitivitas etika, diukur dengan 5 item pertanyaan. Ketiga 

personal cost, diukur dengan 10 item pertanyaan. Semua variabel diukur berdasarkan jawaban 

pertanyaan kuesioner dengan 5 skala likert dengan pilihan jawaban sangat setuju (SS), setuju 

(S), netral (N), tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS). Persamaan regresi sebagai 

berikut: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 +  

Keterangan: 

Y   : Intensi melakukan whistleblowing 

α   : Konstanta 

β1 β2 β3  : Koefisien regresi 

X1   : Profesionalisme 

X2   : Sensitivitas Etika 

X3   : Personal Cost 
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   : Error 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah PNS yang memiliki 

pengalaman kerja minimal dua tahun di KPP Pratama Bukittinggi. Berdasarkan informasi 

yang didapat dari KPP Bukittinggi, terdapat 89 karyawan yang memenuhi syarat. Dari 89 

kuesioner yang dikirim, hanya 54 kuesioner kembali dan dapat diolah.  

 

Tabel 1. Demografi Responden 

Keterangan Jumlah Persentase 

Berdasarkan Usia (tahun) 

20 – 30  51 94.4% 

31 – 40  0 0% 

41 – 50  2 3.7% 

> 50  1 1.9% 

Jumlah 54 100% 

Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

SMA 0 0% 

Diploma 49 90.7% 

S1 2 3.7% 

S2 3 5.6% 

Lainnya 0 0% 

Jumlah 

 

54 

 

100% 

 

Berdasarkan Golongan 

I 0 0% 

II 51 94.4% 

III 2 3,70% 

IV 1 1,85% 

Jumlah 

 

54 

 

100% 

 

Berdasarkan Jabatan 

Kepala Seksi 1 1.8% 

Pelaksana 47 87% 

Account Representative 1 1.9% 

Penilai Pajak 1 1.9% 

Fungsional Pemeriksa 4 7.4% 

Jumlah 54 100% 

 

Berdasarkan demografi responden, terlihat bahwa sebagian besar responden berada 

pada rentang usia 20-30 tahun yaitu sebesar 94,4% dan tidak ada responden yang berada pada 

usia 31-40 tahun. Tingkat pendidikan terbanyak adalah diploma yaitu 90,7%. Sebagian besar 

responden berada pada golongan II yaitu 94,4% dengan posisi sebagai pelaksana yaitu 87%. 

Hasil uji reliabilitas dan uji validitas dapat dilihat pada tabel 2.  
 

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas dan Uji Validitas 

Variabel Cronbach’s Alpha (α) KMO 

Intensi Melakukan Whistleblowing .756 .654 
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Profesionalisme .760 .650 

Sensitivitas Etika .705 .546 

Personal Cost .705 .507 

   

Pada tabel 2, berdasarkan hasil uji reliabilitas dan validitas, diperoleh hasil bahwa 

tidak ada masalah dalam hal reliabilitas dan validitas kuesioner penelitian ini.  

 

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Intensi Melakukan Whistleblowing 54 44 69 55.81 7.509 

Profesionalisme 54 21 45 34.41 4.858 

Sensitivitas Etika 54 12 23 16.00 2.083 

Personal Cost 54 22 47 32.41 4.329 

Valid N (listwise) 54     

Sumber: Data diolah 2021 

 

Tabel 3 berisi hasil pengujian untuk statistik deskripsi yang terdiri dari minimum, 

maksimum, rata-rata dan standar deviasi. Pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel 4. 

  

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 54 

Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 

Std. Deviation 7.05407053 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .092 

Positive .092 

Negative -.070 

Kolmogorov-Smirnov Z .674 

Asymp. Sig. (2-tailed) .754 

Sumber: Data diolah 2021 

 

Hasil pengujian normalitas didapat nilai asymp.sig (2-tailed) 0,754 > 0,05 

menunjukkan bahwa data sudah terdistribusi normal.  

 

Tabel 5. Hasil Pengujian Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF 

Profesionalisme .790 1.265 

Sensitivitas Etika .706 1.416 

Personal Cost .848 1.179 

 

Tabel 5 berisikan hasil uji multikolinearitas. Hasil pengujian menyatakan bahwa 

variabel profesionalisme, sensitivitas etika dan personal cost menunjukkan tidak terjadi 

multikolinearitas dengan nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10. Hasil pengujian hipotesis 

dapat dilihat pada tabel 6. 

 

Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis 

Variabel Β t-value Sig 
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Constant 36.903 3.396 .001 

Profesionalisme .482 2.086                   .042** 

Sensitivitas Etika -.835 -1.464 .149 

Personal Cost .484 1.935   .059* 

Adjusted R2  .064  

F-statistic 

F (sig) 

N 

 

2.217 

.098 

54 

 

 

 

Sumber: data diolah, 2021 

** sig α 5% 

*   sig α 10%  

 

Berdasarkan tabel 6, nilai R2 sebesar 0.064 yang artinya hanya 6,4% terdapat pengaruh 

profesionalisme, sensitivitas etika dan personal cost terhadap intensi melakukan 

whistleblowing. Sedangkan 93,6% lainnya dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak 

diteliti. Nilai F diperoleh sig 0,098 signifikan pada α 0,1. 

Hasil pengujian hipotesis 1, diperoleh koefisien sebesar 0,482 dengan nilai sig 0,042, 

signifikan pada α 0,05. Profesionalisme berpengaruh positif terhadap intensi melakukan 

whistleblowing. Hal ini berarti bahwa semakin profesional seseorang, maka semakin tinggi 

juga intensi whistleblowing. Artinya karyawan KPP pratama yang memiliki profesionalisme 

tinggi akan mematuhi kode etik dan norma-norma yang ada dalam organisasi. Tujuannya 

adalah untuk menghindari pelanggaran yang mungkin terjadi di masa depan yang dapat 

membahayakan profesinya. Oleh karena itu, mereka menjadi termotivasi untuk melindungi 

profesi dengan melaporkan pelanggaran etika atau menjadi whistleblower (Nur & Hamid, 

2018). 

 Hasil riset ini sama dengan hasil Dewi & Dewi (2019) di Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali. Hasil yang sama juga ditemukan pada Mela et al., 

(2016), Setiawati & Sari, (2016) dan Elias, (2008) menemukan bahwa komitmen profesional 

mempengaruhi intensi whistleblowing. Profesionalisme merupakan faktor yang dapat 

meningkatkan keinginan dari auditor eksternal untuk melakukan whistleblowing (Mansor et 

al., 2020).  

Hasil pengujian hipotesis 2 diperoleh nilai koefisien - 0.835 tidak signifikan dengan 

nilai sig 0,149. Hasil ini membuktikan bahwa sensitivitas etika tidak berpengaruh terhadap 

intensi dalam melakukan whistleblowing. Ini berarti tinggi atau rendahnya sensitivitas etika 

seorang karyawan tidak akan mempengaruhi minat karyawan dalam melakukan 

whistleblowing.  

Sensitivitas etika merupakan faktor penting dalam pembuatan keputusan dan dalam 

hal ini dipengaruhi oleh lingkungan tempat individu tersebut tinggal dan bekerja (Patterson, 

2001). Tidak berpengaruhnya sensitivitas etika pada penelitian ini mungkin disebabkan 

karena lingkungan di KPP Pratama tidak mendukung karyawannya dalam melaporkan fraud. 

Meskipun karyawan memiliki kesadaran etika yang tinggi, ketika tidak didukung oleh 

lingkungan kerja dan budaya organisasi yang baik, akan menghambat keinginan untuk 

melakukan whistleblowing. Dalton & Radtke, (2013) berpendapat lingkungan etika yang kuat 

(strong ethical environment) dalam organisasi akan meningkatkan intensi whistleblowing. 

Hasil riset ini sama dengan  Indriani, (2020); Rabbany & Nugroho, (2021) yang menemukan 

bahwa sensitivitas etika tidak mempengaruhi intensi melakukan whistleblowing. Hasil ini 

berbeda dengan temuan Dewi & Dewi (2019), Janitra, (2017) dan Purnamasari et al., (2016) 

bahwa sensitivitas etika berpengaruh terhadap intensi dalam melakukan whistleblowing.  

Hasil pengujian hipotesis 3 memiliki nilai koefisien sebesar 0,484 signifikan pada α 0,1, 

personal cost berpengaruh signifikan terhadap tindakan whistleblowing. Personal cost yang 
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tinggi akan menyebabkan intensi melakukan whistleblowing semakin tinggi juga. Hasil ini 

sama dengan Pramugalih et al., (2020) namun berbeda dengan Cho & Song, (2015), Indriani 

et al., (2019), Latan et al., (2018) yang menemukan bahwa personal cost menurunkan intensi 

whistleblowing.  

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa meskipun karyawan dihadapkan dengan 

adanya biaya yang cukup besar berupa sanksi atau pembalasan dari anggota perusahaan, 

karyawan menganggap dirinya merasa aman dan terjamin yang disebabkan oleh sistem 

keamanan whistleblower yang terus ditingkatkan oleh pemerintah. Hasil ini dapat disebabkan 

oleh kemudahan dan perlindungan yang ditawarkan khusus di sektor pajak dengan 

dikeluarkan Perditjen No. PER-22/PJ/2011 (Pajak, 2012). Peraturan ini berisi perlindungan 

pada pelapor (whistleblower) di ditjen pajak dan juga adanya pelaporan melalui SIKKA dan 

masyarakat melalui saluran telepon untuk pengaduan, kring pajak dan email yang 

memudahkan berbagai pihak melakukan pelaporan.  

 

SIMPULAN 
Penelitian ini dilakukan pada lembaga pemerintah yaitu di KPP Pratama Bukittinggi, 

Sumatera Barat. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat pengaruh profesionalisme 

terhadap intensi melakukan whistleblowing. Seorang karyawan dengan profesionalisme yang 

tinggi akan cenderung patuh pada kode etik dan norma yang ada sehingga akan termotivasi 

untuk menjadi whistleblower jika menurut mereka terdapat pelanggaran. Hasil yang berbeda 

ditemukan pada personal cost yang berpengaruh positif terhadap intensi whistleblowing. Hasil 

ini menemukan bahwa tingginya personal cost justru akan menyebabkan tingginya keinginan 

melakukan whistleblowing. Namun penelitian ini tidak berhasil membuktikan pengaruh 

sensitivitas etika terhadap intensi melakukan whistleblowing. 

 

SARAN  

Riset tidak berhasil menemukan pengaruh sensitivitas etika terhadap intensi 

whistleblowing. Bisa jadi disebabkan oleh periode penelitian yang dilakukan pada masa 

pandemi Covid 19 sehingga membatasi penerimaan kuesioner. Untuk peneliti selanjutnya 

diharapkan untuk dapat menyampaikan langsung kuesionernya pada responden. Peneliti 

berikutnya juga dapat dilakukan di daerah lain. Penelitian berikutnya juga dapat menguji 

variabel lain seperti public service motivation, pendidikan (Cho & Song, 2015), sikap, 

pengetahuan, dukungan organisasi, dukungan rekan kerja, retaliasi (Chang et al., 2017). 
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